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BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 5 4 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik;

b. bahwa Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 85 Tahun 2018 
tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
masih terdapat kekurangan dan belum menampung 
perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan 
atas Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik di Lingkungan Pemerintah daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4749);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaga 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 
diuDah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem 
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1829);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2018 Tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 411);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 994);

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reormasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(Berita Negara KepuDlik Indonesia Tanun 2020 Nomor 201);

22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang 
Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

23. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Prosedur 
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);

25. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 24 Tahun 2022 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 
Dan Persandian Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMRINTAHAN 
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

6. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat 
Daerah Kabupaten Pesawaran.

7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan D e w a n  P e r w a k ila n  
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah.

10. Urusan Pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 
penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pesawaran.



12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE 
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.Kelompok 
JF adalah Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai 
Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain 
yang memanfaatkan Layanan SPBE.

14. Tata Kelola SPBE adalah kerangka keija yang memastikan 
terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan 
SPBE secara terpadu.

15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang 
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur 
SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE 
yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.

16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta 
Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah 
penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di 
Pemerintah Daerah.

17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling 
terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan 
pemerintah daerah masing-masing.

18. Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai dan 
format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara 
elektronik ataupun nonelektronik.

19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan 
fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, 
komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat 
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

20. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar 
sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.

21. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem 
elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, 
penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

22. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang 
menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

23. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk 
melakukan pertukaran Layanan SPBE.

24. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur 
yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan 
secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, 
digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu 
untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan 
pemerintah daerah lain.

27. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai 
dokumentasi aplikasi lainnya.

28. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.



29. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa 
fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

30. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan 
SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE 
yang berkualitas.

31 . Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1
adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang 
sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point 
contact) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di Perangkat 
Daerah Pemilik Layanan.

32. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2
adalah unit di perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang 
menyelesaikan permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu 
diselesaikan oleh Service Desk Tier 1.

33. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk 
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi 
informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 
kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria 
dan/atau standar yang telah ditetapkan.

34. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah 
suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, 
mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi 
dan/atau menyebarkan informasi antar media.

35. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan 
uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggungjawab layanan dimaksud.

36. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya 
disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat 
Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan 
komunikasi.

37. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, 
kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan 
lembaga pemerintah lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur SPBE di 
lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada ketentuan perundangan 
yang berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan acuan, 
pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah
Daerah.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LLINGKUP 

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan 
berdasarkan prinsip:
a. Efisiensi;



b. efektifitas;
c. keterpaduan;
d. kesinambungan;
e. interoperabilitas;
f. akuntabilitas;
g. keamanan.

(2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

(3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan 
berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

(4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

(5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan 
pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai 
dengan perkembangannya.

(6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan 
koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, 
dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

(7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan 
kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.

(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan 
kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, 
infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah 
meliputi:

a. tata kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. audit teknologi informasi dan komunikasi
d. penyelenggaran SPBE; dan
e. pemantauan evaluasi SPBE.

BAB IV
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 5

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE 
secara terpadu.

(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;

b. Arsitektur SPBE;

c. Peta Rencana SPBE;

d. Rencana dan anggaran SPBE;



e. Proses Bisnis;

f. Data dan informasi;

g. Infrastruktur SPBE;

h. Aplikasi SPBE;

Bagian Kedua 
Rencana Induk SPBE

Pasal 6

(1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, 
bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan 
berkesinambungan.

(2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat:

a. Visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
b. arah kebijakan SPBE;
c. strategi SPBE; dan
d. peta rencana strategis SPBE.

(3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan 
memperhatikan rencana induk SPBE Nasional dan Grand Design Reformasi 
Birokrasi.

(4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 
daerah.

(5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu paling sedikit 1 
kali dalam 5 tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:

a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
b. perubahan kebijakan strategis nasional dan daerah.

(2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 
pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

(1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam 
pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, 
Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang 
terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Arsitektur SPBE Kabupaten Pesawaran memuat referensi arsitektur dan 
domain arsitektur.



(4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) mendeskripsikan 
komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk 
penyusunan setiap domain arsitektur.

(5) Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
a. domain arsitektur Proses Bisnis;
b. domain arsitektur Data dan Informasi;
c. domain arsitektur Layanan SPBE;
d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
e. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
f. domain arsitektur Keamanan SPBE.

(6) Pemerintah SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada 
Arsitektur SPBE.

(7) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.

(8) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE 
Nasional dan RPJMD.

(9) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.

(10) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana 
dimaksud dikoordinasikan oleh:

a. Unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan 
publik dan tata laksana, serta kineija dan reformasi birokrasi untuk 
domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perencanaan pembangunan daerah untuk domain arsitektur data dan 
informasi; dan

c. Dinas untuk domain arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan 
arsitektur keamanan.

(11) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir 
pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(12) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan 
dengan memperhatikan:
a. Penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
c. Perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
d. Perubahan RPJMD.

(13) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

(14) Pelaksanaan Reviu Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.

Bagian Keempat
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Blektronik

Pasal 9

(1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana 
SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana 
Strategis Pemerintah Daerah.



(2) Peta Rencana SPBE m em uat:
a. Tata kelola SPBE
b. Manajemen SPBE
c. Layanan SPBE
d. Infrastruktur SPBE
e. Aplikasi SPBE
f. Keamanan SPBE
g. Audit teknologi informasi dan komunikasi

(3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu atau dan tahun 
terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(6) Reviu Peta Rencana SPBE dapat dilakukan berdasarkan;

a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
b. perubahan RPJMD;
c. perubahan arsitektur SPBE; dan
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.

(7) Penyusunan dan Reviu Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 
pembangunan daerah.

(8) Perubahan Peta Rencana SPBE hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

(1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan 
proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

(2) Setiap perangkat daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE 
dan Peta Rencana SPBE.

(3) Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan rencana SPBE perangkat 
daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(4) Untuk keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE perangkat 
daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan daerah

Bagian Keenam 
Proses Bisnis

Pasal 11

(1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam 
penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan 
SPBE, dan Layanan SPBE.

(2) Setiap Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis Perangkat Daerah 
berdasarkan pada Arsitektur SPBE.



(3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk 
mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan 
SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh Unit keija Sekretariat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan dan analisis 
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi 
birokrasi.

Bagian Ketujuh 
Data dan Informasi

Pasal 12

(1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki 
perangkat daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, 
dan/atau pihak lain.

(2) Setiap perangkat daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam SPBE.

(4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar perangkat daerah 
dengan berdasarkan tujuandan cakupan, penyediaan akses data dan 
informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

(5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) ditetapkan oleh instansi pusat yang berwenang sesuai aturan 
perundangan.

(6) Perangkat daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar perangkat daerah 
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 13

(1) Perlindungan Keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data 
dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi 
tanggung jawab perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya dengan 
memperhatikan tugas dan fungsi masing- masing perangkat daerah.

(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 
dengan melalui:
a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian 

keamanan lainnya;
b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang 

berwenang.



Pasal 14

(1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta 
keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), 
Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.

(2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat mencakup 
antara lain:
a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan

Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor,
penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari Jaringan Intra 
perangkat daerah (LAN), Jaringan Antar perangkat daerah (WAN), maupun 
Internet;

b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan 
menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah 
Daerah melalui kebijakan Bring Your Own Devices atau BYOD;

c. kewajiban setiap perangkat daerah untuk mengimplementasikan 
perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasidi sistem internal 
perangkat daerah tersebut atau jaringan intra Perangkat Daerah, khususnya 
sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan

d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras 
keamanan informasi di sistem antar perangkat daerah atau Jaringan Antar 
perangkat daerah (WAN) serta memonitor keamanan informasi khususnya 
di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya 
Pemerintahan Daerah.

(3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 
untuk semua perangkat daerah penyedia data dan informasi.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1 
Umum

Pasal 15

(1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. Pusat Data;
b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
c. Sistem Penghu bung Layanan Pemerintah Daerah.

(2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk 
meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka 
memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.

(3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah 
Daerah.merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media;

(4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah 
harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.



Paragraf 2 
Pusat Data

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pusat data yang bertujuan untuk 
menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi seluruh Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemkab Pesawaran.

(2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

a. Pusat Data Nasional; dan/atau
b. Pusat Data Pemerintah Daerah.

(3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola 
oleh Dinas.

(4) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas 
bagi pakai dengan perangkat daerah dan membuat keterhubungan dengan 
Pusat Data Nasional.

(5) Dalam hal telah tersedianya layanan pusat data nasional, Dinas wajib 
memprioritaskan pemanfaatan pusat data nasional dan tidak mengembangkan 
pusat data sendiri.

(6) Pusat Data harus memenuhi persyaratan pusat data sesuai peraturan 
perundang-undangan.

(7) Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan 
data, aplikasi dan/atau servernya di Pusat Data.

(8) Perangkat daerah tidak diperbolehkan membangun pusat data sendiri.

Pasal 17

(1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara 
terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.

(2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas melakukan pengelolaan data sesuai ketentuan perundangan yang 
berlaku.

Pasal 18

(1) Setiap perangkat daerah wajib melakukan pencadangan (back-up) data secara 
berkala ke dalam server di Pusat Data.

(2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap perangkat daerah terkait 
pelaksanaan kewajiban pencadangan (back-up) data sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l).

Pasal 19

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat 
Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

Pasal 20
(1) Dinas menyelenggaraan jaringan Intra untuk menghubungkan antar simpul 

jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Jaringan Intra 
Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.



(2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga 
keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul 
jaringan dalam Pemerintah Daerah.

(3) Setiap perangkat daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat 
dan/atau antar Pemerintah Daerah.

(5) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, 
dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Dinas dan/atau 
yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

(6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau 
pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada 
Arsitektur SPBE.

(7) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat(l) harus :
a. Mendapat pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 
informatika atau instansi pusat yang diberikan kewenangan berdasarkan 
aturan perundang-undangan.

b. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber atau 
instansi lain yang diberikan kewenangan sesuai aturan perundangan

Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 21

(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk 
memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

(2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan 
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikembangkan oleh Dinas.

(4) Dalam hal Sistem Penghubung Layanan telah ditetapkan dan disediakan oleh 
pemerintah pusat, Dinas wajib menggunakan Sistem Penghubung Layanan 
pemerintah tersebut.

(5) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas harus:
a. Membuat keterhubungan dan akses jaringan intra instansi pusat dan 

pemerintah daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah
b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.
c. Mendapat pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 
informatika atau instansi pusat yang diberikan kewenangan berdasarkan 
aturan perundang-undangan.



d. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber atau 
instansi lain yang diberikan kewenangan sesuai aturan perundangan.

Bagian Kesembilan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 22

(1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Aplikasi Umum;
b. Aplikasi Khusus;

(3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan aplikasi 
yang ditetapkan Instansi Pusat untuk mendukung kegiatan pemerintahan di 
bidang:
a. Perencanaan
b. Penganggaran
c. Pengadaan barang dan jasa pemerintah
d. Akuntabilitas kinerja
e. Pemantauan dan Evaluasi
f. Kearsipan
g. Kepegawaian
h. Pengaduan layanan publik

(4) Pemerintah Daerah wajib menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud 
ayat (3) dan tidak membangun dan mengembangkan aplikasi sejenis dengan 
aplikasi umum tersebut.

(5) Dalam hal aplikasi sejenis dengan aplikasi umum sebagaimana dimaksud ayat
(3) sudah tersedia sebelum adanya penetapan aplikasi umum oleh Instansi 
Pusat, maka pemerintah daerah:
a. Tetap menggunakan aplikasi tersebut sampai dengan ditetapkannya aplikasi 

umum oleh Instansi Pusat.
b. Tidak melakukan pengembangan aplikasi tersebut.
c. Menghentikan penggunaan aplikasi tersebut dan beralih pada aplikasi umum 

apabila sudah ditetapkan Instansi Pusat.

(6) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau 
pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 
oleh Dinas dan didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(7) Pembangunan aplikasi dilaksanakan melalui suatu siklus pembangunan 
aplikasi yang terdiri dari :
a. Perencanaan;
b. Analisis;
c. Desain;
d. Implementasi;
e. Pemeliharaan.

(8) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 
Dinas.



(9) Perangkat daerah yang melakukan pembangunan dan/atau 
pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang 
sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.

(10) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
b. dokumen perancangan aplikasi;
c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
d. source code dengan penjelasan fungsi masing- masing prosedur.

(11) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib 
diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.

(12) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10) menjadi milik Pemerintah Daerah.

(13) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus dapat diperiksa 
kesesuaian fungsinya oleh Dinas

Bagian Kesepuluh
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Blektronik

Pasal 23

(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, 
keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, 
Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dilakukan
melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan
pengendalian keamanan lainnya.

(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui pendeteksian modifikasi.

(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

(6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya 
melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 24

(1) Setiap perangkat daerah harus menerapkan keamanan SPBE.
(2) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan 

keamanan SPBE, kepala perangkat daerah harus melakukan konsultasi dan 
koordinasi dengan Dinas.

(3) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur 
keamanan SPBE yang ditetapkan Instansi Pusat sesuai ketentuan peraturan 
perundangan.



Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1 
Umum

Pasal 25

(1) L ayanan SPBE terdiri a ta s  :

a. L ayanan adm in istras i p em erin tah an  berbasis  elektronik; d an
b. layanan  pub lik  berbasis elektronik.

(2) L ayanan adm in istras i pem erin tah an  berbasis  elektronik  sebagaim ana  
d im aksud  pad a  aya t (1) h u ru f  a  m eru p ak an  L ayanan SPBE yang m endu k u n g  
ta ta  lak san a  in te rn a l b irokrasi dalam  rangka  m eningkatkan  k inerja  dan  
ak u n tab illita s  Pem erin tah  D aerah.

(3) L ayanan publik  b erbasis  elektronik  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat
(1) h u ru f  b  m erupakan  L ayanan SPBE yang m endukung  p e lak san aan  
pelayanan  publik  di Pem erin tah  D aerah.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26
(1) D inas d an  perangkat daerah  pem ilik layanan  h a ru s  m enyediakan  layanan

adm in istrasi pem erin tah an  berbasis e lektronik  sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 25 ayat (1) h u ru f  a  m eliputi layanan  yang m endukung  keg iatan  di 
b idang perencanaan , penganggaran , keuangan , pengadaan  barang  d an  ja sa , 
kepegaw aian, ja rin g an  inform asi kearsipan , pengelolaan ba ran g  m ilik 
negara, pengaw asan , ak u n tab ilita s  k inerja  organisasi, sa sa ra n  k ineija  pegawai, 
layanan  p em an tau an  d an  evaluasi p e ren can aan  d an  penganggaran ,
pengaw asan  in te rnal pem erin tah , n a sk a h  d in as elektronik, d an  layanan  lain 
sesua i dengan k e b u tu h a n  in ternal b irokrasi pem erin tahan .

(2) Layanan adm in istrasi Pem erin tah  D aerah  berbasis  elektronik  d ite rapkan  
dengan pem bangunan  d an  pengem bangan  Aplikasi SPBE sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 23.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik 

Pasal 27

(1) Layanan publik  berbasis  e lektronik  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 
25 ayat (1) h u ru f  b m eliputi layanan  yang m endukung  kegiatan  di sektor 
p e n d id ik a n , p e n g a ja r a n , p e k e r ja a n  d a n  u s a h a ,  t e m p a t  t in g g a l, k o m u n ik a s i  d a n  

inform asi, lingkungan h idup , k eseh a tan , jam in an  sosial, energi, p e rbankan , 
perhubungan , su m b er daya alam , pariw isata, dan  sek tor stra teg is lainnya.

(2) L ayanan publik  b erbasis  elektronik  sebagaim ana  d im aksud  p a d a  ay a t (1) 
d a p a t d ikem bangkan  sesu a i dengan  k e b u tu h a n  pelayanan  publik  di Pem erin tah  
D aerah.



(3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi 
Khusus, perangkat daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan 
Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(4) Semua dokumen elektronik yang diterbitkan melalui layanan publik berbasis 
elektronik oleh perangkat daerah merupakan alat bukti yang sah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan 
menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja 
Layanan SPBE.

(2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada 
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Integrasi Layanan SPBE antar perangkat daerah harus melalui koordinasi 
dengan Dinas.

BAB V
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 29
(1) Manajemen SPBE meliputi:

a. Manajemen risiko
b. Manajemen keamanan informasi
c. Manajemen data
d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
e. Manajemen sumber daya manusia
f. Manajemen pengetahuan
g. Manajemen perubahan
h. Manajemen layanan SPBE

(2) Perangkat daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

(3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada 
standar internasional.

Bagian Kedua 
Manajemen Risiko

Pasal 30

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a 
bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan 
dampak risiko dalam SPBE.

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, 
pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.



(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang ditetapkan instansi pusat 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, perangkat daerah berkoordinasi dan 
dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi 

Pasal 31

(1) Manajemen Keamanan Informasi SPBE dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi.

(2) Pedoman manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen 
keamanan informasi yang meliputi:
a. Penetapan ruang lingkup
b. Penetapan penanggung jawab
c. Perencanaan
d. Dukungan pengoperasian
e. Evaluasi kineija
f. Perbaikan berkelanjutan

Pasal 32

(1) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf 
a dilakukan oleh Bupati.

(2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a 
dilakukan dengan mendefinisikan:
a. isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi; dan
b. isu ekstemal keamanan informasi SPBE.

(3) Isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a didefinisikan berdasarkan area yang menjadi 
prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE.

(4) Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan 
informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. Data dan informasi SPBE;
b. Aplikasi SPBE;
c. Aset Infrastruktur SPBE; dan
d. Kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki.

(5) Isu ekstemal keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b didefinisikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 33

(1) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) 
huruf b dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris 
daerah selaku koordinator SPBE.



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, 
koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menetapkan 
pelaksana teknis Keamanan SPBE.

(4) Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri 
atas:
a. Kepala Dinas; dan
b. Kepala perangkat daerah atau pejabat administrator yang membawahi, 

membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.

Pasal 34

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (4) huruf a mempunyai 
tugas:
a. memastikan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE;
b. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program keija dan 

anggaran Keamanan SPBE; dan
c. melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE dan 

penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE kepada koordinator 
SPBE

(2) Kepala perangkat daerah atau pejabat administrator yang membawahi, 
membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
a. menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi di unit kerja 

masing-masing;
b. memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan 

Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar 
teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan;

c. memastikan keberlangsungan proses bisnis SPBE;
d. berkoordinasi dengan Kepala Dinas terkait perumusan program kerja dan 

anggaran Keamanan SPBE.

Pasal 35

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan 
oleh pelaksana teknis KeamananSPBE.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
merumuskan:
a. program kerja Keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko 

Keamanan SPBE; dan
b. target realisasi program kerja Keamanan SPBE.

(3) Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
paling sedikit meliputi:
a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
b. penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
c. peningkatan Keamanan SPBE;
d. penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
e. audit Keamanan SPBE.

(4) Kategori risiko Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah.



Pasal 36

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(3) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:

a. sosialisasi; dan
b. pelatihan.

Pasal 37

Penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(3) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui:

a. menginventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan 
infrastruktur;

b. mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE; da
c. mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.

Pasal 38

(1) Peningkatan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) 
huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan Keamanan 
SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui:
a. menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE; dan
b. menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Pasal 39

Penanganan insiden Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(3) huruf d dilaksanakan paling sedikit melalui:

a. mengidentifikasi sumber serangan;
b. menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
c. memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang teijadi;
d. mendokumentasi bukti insiden yang teijadi; dan
e. memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.

Pasal 40

Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf 
d dilakukan oleh koordinator SPBE.

(2) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
a. sumber daya manusia Keamanan SPBE; dan
b. anggaran Keamanan SPBE.

(3) Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a paling sedikit harus memiliki kompetensi:
a. keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
b. keamanan aplikasi.

(4) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah 
Daerah paling sedikit melakukan kegiatan:



a. pe la tihan  d a n /a ta u  sertifikasi kom petensi k eam an an  in fra s tru k tu r  teknologi, 
inform asi d an  kom unikasi dan  k eam an an  aplikasi; dan

b. bim bingan tek n is  m engenai s ta n d a r  K eam anan SPBE.

(5) A nggaran K eam anan SPBE sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  b 
d isu su n  b e rd asa rk an  p e ren can aan  yang te lah  d ite tapkan  sesu a i dengan 
k e te n tu an  p e ra tu ra n  peru n d an g -u n d an g an .

Pasal 42

(1) E valuasi k inerja  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 31 ayat (2) h u ru f  e 
d ilakukan  oleh koord inator SPBE.

(2) E valuasi k inerja  sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) d ilak u k an  te rh ad ap  
p e lak san aan  K eam anan SPBE.

(3) E valuasi k inerja  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (2) d ilak san ak an  dengan:
a. m engidentifikasi a rea  p roses yang memiliki risiko tinggi te rh ad ap  

keberhasilan  p e lak san aan  K eam anan SPBE;
b. m ene tapkan  ind ikato r k inerja  pada  setiap  a rea  proses;
c. m em form ulasi p e lak san aan  K eam anan SPBE dengan m en g u k u r secara  

k u a n tita tif  k inerja  yang d ih arap k an ;
d. m enganalisis efektifitas p e lak san aan  K eam anan SPBE; dan
e. m endu k u n g  d an  m erealisasikan  program  au d it K eam anan SPBE.

(4) E valuasi k inerja  sebagaim ana d im aksud  p ad a  aya t (1) d ilak san ak an  paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam  1 (satu) ta h u n .

Pasal 43

(1) Perbaikan  b erk e lan ju tan  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 31 ay a t (2) h u ru f  f 
d ilakukan  oleh p e lak san a  tekn is K eam anan SPBE.

(2) Perbaikan  berke lan ju tan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) m eru p ak an  
tin d ak  lan ju t dari hasil evaluasi kinerja.

(3) Perbaikan  b e rk e lan ju tan  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) d ilakukan  
dengan:
a. m engatasi p e rm asa lah an  dalam  p e lak san aan  K eam anan SPBE; dan
b. m em perbaiki p e lak san aan  K eam anan SPBE secara  periodik.

Bagian Keempat 
Manajemen Data

Pasal 44

(1) M anajem en d a ta  sebagaim ana  Pasal 30 ayat (1) h u ru f  c b e rtu ju an  u n tu k  
m enjam in terw ujudnya d a ta  yang a k u ra t, m u takh ir, terin tegrasi, d an  d ap a t 
d iakses sebagai d a sa r  pe ren can aan , pe lak san aan , evaluasi, d an  pengendalian  
pem bangunan  D aerah.

(2) M anajem en d a ta  d ilakukan  m elalui se rangkaian  p roses pengelolaan:
a. a rs itek tu r da ta ,
b. d a ta  induk  dan  d a ta  referensi,
c. basis  da ta ,
d. ku a litas  data .

(3) M anajem en d a ta  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) d ilak sanakan  
b e rd asa rk an  pedom an m anajem en d a ta  SPBE yang d ite tapkan  in s tan s i p u sa t 
sesua i a tu ra n  p erundangan .



(4) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
perencanaan pembangunan.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 45

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan 
optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam 
SPBE.

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui 
serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan 
perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi 
informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan instansi pusat sesuai 
peraturan perundangan.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, 
perangkat daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim 
Koordinasi SPBE dan perangkat daerah yang berwenang mengelola urusan aset 
Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pasal 46

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan 
peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses 
perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya 
manusia dalam SPBE.

(3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan 
peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola 
SPBE dan Manajemen SPBE di semua perangkat daerah.

(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE 
yang ditetapkan instansi pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.

(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, perangkat 
daerahberkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan 
perangkat daerah yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah 
Daerah.



Bagian Ketujuh 
Manajemen Pengetahuan

Pasal 47

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan 
mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan 
dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, perangkat daerah berkoordinasi 
dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kedelapan 
Manajemen Perubahan

Pasal 48

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf 
g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas 
Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, 
analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap 
perubahan SPBE.

(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, perangkat daerah berkoordinasi 
dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 49

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 
huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan 
kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan 
Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan 
perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi 
SPBE.



(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) m erupakan  
kegiatan  pem bangunan  d an  pengem bangan aplikasi yang berpedom an pada  
k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang -undangan .

(6) M anajem en L ayanan SPBE sebagaim ana d im aksud  pada  aya t (2) d ilak sanakan  
b e rd asa rk an  pedom an m anajem en L ayanan SPBE.

(7) D alam  rangka  p e lak san aan  M anajem en L ayanan SPBE, m aka:
a. setiap  p erangka t d aerah  m en u n ju k  m inim al 1 (satu) orang s ta f  a ta u  

m em ben tuk  u n it  u n tu k  m elaksanakan  u ra ia n  tu g as dan  fungsi sebagai 
tekn isi TIK sekaligus Service D esk Tier 1; dan

b. D inas m em bentuk  u n it sebagai Service D esk Tier 2.

(8) Service D esk Tier 1 sebagaim ana d im aksud  dalam  ayat (7) h u ru f  a  
bertanggungjaw ab u n tu k  m enyelesaikan berbagai pe rm asa lahan  layanan  SPBE 
di tingkat p e rangka t daerah .

(9) Dalam  hal Service D esk Tier 1 tidak  m am pu m enyelesaikan
perm asa lahan  layanan  SPBE di tingkat perangkat d aerah  sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (8), m aka Service D esk Tier 1 m enyam paikan perm in taan  
solusi pe rm asa lah an  ke Service D esk Tier 2.

(10) Service D esk Tier 2 bertanggung-jaw ab m enyelesaikan perm asa lah an  
layanan  SPBE yang tidak  m am pu diselesaikan  Service D esk Tier 1.

(11) D inas m elakukan  koordinasi d an  supervisi a n ta ra  Service D esk Tier 1 di 
m asing- m asing perangkat daerah  dengan  Service D esk Tier 2 di D inas.

(12) Dalam  p e lak san aan  m anajem en L ayanan SPBE, p erangka t daerah  
berkoordinasi dan  d ap a t m elakukan  k o n su ltas i dengan Tim Koordinasi SPBE.

BAB VI
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 50

(1) Audit Teknologi Inform asi d an  K om unikasi terdiri a tas:

a. au d it In fra s tru k tu r SPBE;
b. au d it Aplikasi SPBE; d an
c. au d it K eam anan SPBE.

(2) Audit Teknologi Inform asi d an  K om unikasi m eliputi pem eriksaan  hal 
pokok tekn is pada:

a. penerapan  ta ta  kelola d an  m anajem en  teknologi inform asi dan  
kom unikasi;

b. fungsionalitas teknologi inform asi d an  kom unikasi;
c. k inerja  teknologi inform asi d an  kom unikasi yang d ihasilkan ; dan
d. aspek  teknologi inform asi d an  kom unikasi lainnya.

(3) Audit Teknologi Inform asi d an  K om unikasi dapat d ilak san ak an  a u d ito r/tim  
au d it TIK in ternal, lem baga p e lak san a  Audit Teknologi Inform asi dan  
K om unikasi pem erin tah  a ta u  lem baga p e lak san a  Audit Teknologi Inform asi 
d an  K om unikasi yang terak red itasi a ta u  au d ito r tersertifikasi.



(4) Personil Auditor/ tim audit TIK internal dapat berasal dari instansi didalam 
maupun diluar pemerintah Kabupaten pesawaran dan ditetapkan berdasarkan 
surat tugas Bupati.

(5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Koordinator 
SPBE dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit 
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan instansi pusat sesuai 
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Blektronik

Pasal 51

(1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) 
huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE 
dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

(3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Blektronik

Pasal 52

(1) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) huruf b 
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(2) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE dan 
hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

(3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 53

(1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) huruf c 
dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

(2) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(3) Pelaksanaan keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE dan 
hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

(4) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.



BAB VII
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 54

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, 
Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta 
pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim 
Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah meliputi:
a. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran
b. Sekretaris : Kepala Dinas
c. Anggota :

1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
perencanaan pembangunan.

2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pengelolaan keuangan.

3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4) Unit kerja sekretariat daerah yang mengkoordinasikan 
urusan kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan 
publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi 
birokrasi.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mendukung penerapan SPBE antar 
Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.

Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Pesawaran ditetapkan 
oleh Bupati.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK
Pasal 55

Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap 
tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas 
SPBE di Pemerintah Daerah.

Pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim 
Koordinasi SPBE.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan 
pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) 
dilaporkan kepada Bupati.



BAB IX 
PENDANAAN

Pasal 56
P endanaan  p e lak san aan  SPBE di lingkungan Pem erin tah  D aerah bersum ber dari 
A nggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah d a n /a ta u  sum ber p e n d an a an  lainnya 
yang sah  sesua i dengan  k e te n tu an  p e ra tu ran  perundang- u ndangan .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 57

Pada sa a t P e ra tu ran  B upati ini berlaku, m aka  P e ra tu ran  B upati Pesaw aran  Nomor 
85 T ahun  2018 ten tan g  T ata Kelola S istem  P em erin tahan  B erbasis E lektronik 
(Berita D aerah  K abupaten  Pesaw aran  T ahun  2018 Nomor 291) d icab u t dan  
d inya takan  tidak  berlaku.

Pasal 58

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  sejak  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P e ra tu ran  B upati 
ini dengan penem patannya  dalam  B erita D aerah  K abupaten  Pesaw aran.

D itetapkan  di Gedong T ataan  
Pada tanggal n  A p r i l  2 0 2 2

D iundangkan  di Gedong T ataan

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 5 4 3


